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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 
Kajian Pustaka

2.1.1 
Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, pajak sangat perlu ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan baik. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan keadaan yang mendukung, Perbaikan Sistem Administrasi Perpajakan dan pelayanan yang prima mutlak harus dilakukan agar peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
2.1.1.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo dan Wirawan B.Ilyas menyatakan bahwa: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

(2007;2)
Sedangkan menurut Erly Suandy menyatakan bahwa definisi pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik.”

(2006;1)
Berdasarkan definisi-definisi pajak yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau pungutan wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan kata lain dapat dipaksakan, namun tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi secara langsung tetapi untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.
2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak
Setelah mengetahui definisi tentang pajak, maka perlu diketahui tentang ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi tersebut. Berikut ini penulis akan memberikan pendapat dari beberapa teori tentang ciri-ciri pajak.

Ciri-ciri atau unsur pokok dari definisi di atas menurut Ony dtt yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

2. Pajak dapat dipaksakan

3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung.

5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend.

(2008:16-17)


Sedangkan menurut Mardiasmo menyatakan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

   1.  Iuran rakyat kepada negara.

2. Berdasarkan Undang-Undang.

3. Tanpa jasa timbal balik/kontraprestasi di negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
(2008:1)


Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak tidak terlepas dari karekteristik atau ciri-ciri sebagai berikut, pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya dipaksakan dan tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas, dan pajak berfungsi sebagai budgetair dan regulerend.
 2.1.1.3 Fungsi Pajak
Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kasejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara. 

Menurut Siti Kurnia Rahayu umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang menyimpang.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsi tersebut pemerintah membutuhkan dana yang sebagaian besar akan dibiayai dengan penerimaan pajak.

Fungsi Budgetait ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiscal (fiscal function), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yamg dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakkan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai barbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

Disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. 

2. Fungsi Regulered

Fungsi Regulered disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susuna pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Fungsi Regulered juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulered ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair. 

(2009:25)


Berdasarkan penjelasan tersebut fungsi pajak ada dua  macam yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend, fungsi budgetair menjelaskan bahwa pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, sedangkan fungsi regulerend menjelaskan bahwa pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
2.1.1.4 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni Tax Policy, Tax Law, dan Tax Administration. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain dan tak bisa dipisahkan. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, sistem perpajakan terdiri dari:

“1)Official Assesment System

2) Semi Self Assesment System

3) Full Self Assesment System

4) With Holding System.”
 (2006:25)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1.
Officiasl Assesment System, adalah dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.
2.
Semi Self Assesment System, adalah wewenang pemngutan ada pada wajib ajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak wajib pajak menaksirkan dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.

3.
Full Assesment System, adalah wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendirir pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.    
4.
With Holding System, adalah wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984.
2.1.1.5 Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan disuatu negara dapat dikatakan berhasil apabila program reformasi menghasil perubahan yang mendasar pada sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, elemen yang pertama yaitu struktur pajak, yang kedua mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan.  

Menurut Alex Radian dalam Liberty Pandiangan menyatakan bahwa :
“Reformasi perpajakan pada dasarnya merupakan perbaikan (improvement) menuju keadaan perpajakan yang lebih baik.”

(2008:15)

Sedangkan menurut Liberti Pandiangan menyatakan bahwa:

“Reformasi perpajakan, yang meliputi: (1) Formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, dan (2) pelaksanaan dari peraturan, umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran.” 

(2008;74)
Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa reformasi perpajakan merupakan formulasi kebijaksanaan dalam bentuk peraturan dan pelaksanaan dari peraturan tersebut untuk mencapai sasaran serta perbaikan menuju keadaan perpajakan yang lebih baik. 
Sedangkan menurut Malcom Gills yang dikutip oleh Sonny Devano dan Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa:

“Menggunakan taksonomi untuk mengklasifikasikan reformasi perpajakan berdasarkan program-program reformasi perpajakan dengan 6 (enam) atribut yang menjadi ciri-ciri dasarnya sehingga dapat diperoleh ratusan konfigurasi yang berbedadari reformasi perpajakan. Keenam atribut tersebut yaitu:

1) Breadth of reform

2) Scope of reform
3) Revenue goals
4) Equity goals
5) Resource allocation goals
6) Timing of reform.”
(2006;30)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Breadth of reform; reformasi perpajakan dapat berfokus pada reform of tax structure, atau berfokus pada tax administration, atau reform of tax system (berfokus pada structural and administrative reform).

2. Scope of reform; reformasi perpajakan dapat dilakukan secara comprehensive jika meliputi hampir semua sumber penerimaan yang penting, atau dilakukan secara partial jika hanya meliputi sata atau dua komponen penting dari sistem pepajakan.   

3. Revenue goals; reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dalam persentase terhadap PDB (rasio pajak) yang disebut revenue enhancing, untuk mengganti penerimaan dengan revenue netural reform, atau bahkan untuk mengurangi penerimaan (revenue-decreasing reform).   

4. Equity goals; reformasi perpajakan untuk menegakan keadilan disebut redistributive jika menegakan keadilan secara vertical, yaitu orang berpenghasilan tidak sama, pajaknya diperlakukan tidak sama juga, namun jika perpajakan tidak dimaksudkan untuk merubah distribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut distribution ally neutral reform.

5. Resource allocation goals; reformasi perpajakan yang berusaha mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan lebih efisien disebut economically neutral, jika sistem perpajakan untuk mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu maka disebut interventionist reforms.

6. Timing of reform; dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan pepajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih disebut successive reform.”
2.1.2 Sistem Perpajakan Modern
Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pihak yang berkepentingan terhadap pajak. Pengertian Sistem Modernisasi Perpajakan menurut Suparman adalah sebagai berikut : 
“Sistem modernisasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.” 

(2007)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem modernisasi perpajakan merupakan penyempurnaan dan perbaikan kinerja aministrasi agar lebih efisien.
2.1.3 Fasilitas Pelayanan Pajak
Fasilitas pelayanan pajak adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan tujuan untuk memudahakan para wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakannya.

Menurut Liberti Pandiangan fasilitas pelayanan pajak terdiri dari:

“ 1. Tempat Pelayanan Terpadu
2. Account Representative
3. Helf Desk
4. Complaint Center
5. Call Center
6. Media Informasi Pajak
a. Pojok Pajak

b. Website
7. e-System Perpajakan
a. e-Registration
b. e-SPT
c. e-Filing.”
 (2008:26-41)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Tempat Pelayanan Terpadu

Yakni tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi di KPP dengan mengunakan sistem komputer. Petugas TPT ditunjuk oleh Kepala Kantor dengan memperlihatkan kecakapan petugas dan beban kerja yang ada. Setiap Petugas TPT diberi log in dan password tersendiri. Dan password hanya digunakan oleh petugas TPT yang bersangkutan.

2. Account Representative
Account Representative (AR) melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Wajib Pajak dan melayani penyelesaian hak Wajib pajak. Juga untuk tugas konsultasi jika Wajib Pajak memerlukan informasi atau hal lainnya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

3. Help Desk

Agar Wajib Pajak mudah memperoleh segala informasi yang dibutuhkan mengenai perpajakan maka di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah disediakan help desk yang lokasinya di lobby gedung KPP atau TPT.

Petugas yang ditempatkan di help desk adalah pegawai yang dianggap cakap dan berpengetahuan tentang perpajakan, dan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Secara khusus, fasilitas help desk dengan teknologi tax knowledge base, menyangkut:

· Peraturan pajak yang komprehensif dan terkini;

· Tersedia dalam komputer, sehingga mudah untuk di akses;

· Diharapkan mampu untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai pajak;
4. Complaint Center

“Complaint Center” yang tersedia di Kantor Pusat DJP dan Kantor Wilayah (KPP Madya), berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP di wilayah kerjanya. Ini merupakan bentuk keterbukaan DJP untuk perbaikan pelaksanaan tugas, terutama pelayanan terhadap Wajib Pajak.
5. Call Center
Fungsi utama yang ditangani call center menyangkut pelayanan konfirmasi prosedur, peraturan, material perpajakan dan lainnya.

6. Media Informasi Pajak
Untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak sangat memerlukan informasi atas peraturan perpajakan. Demikian juga mengenai ketentuan praktis terkait persyaratan, formulir, dan lainnya. Wajib Pajak dapat mengakses segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan dengan pajak yang dibutuhkan secara gratis di Media Informasi Pajak.
7. e-System Perpajakan

Terdapat beberapa e-system yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau Wajib Pajak yaitu e-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Payment.
2.1.4 e-SPT PPN
 2.1.4.1 Definisi SPT
Dalam melaksanakan administrasi perpajakannya seorang wajib pajak memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) pajak untuk dapat menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak bersangkutan. Adapun definisi SPT yaitu:
Menurut Waluyo tentang pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) :
“SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2007; 22)
Sedangkan menurut Mardiasmo menyatakan bahwa definisi SPT adalah sebagai berikut:

“SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2008:29)
Pengertian Surat Pemberitahuan menurut UU RI N0.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.6 tahun 1983 KUP dalam Liberti Pandiangan, menyatakan bahwa:

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2008:114)
Kesimpulan bahwa SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perpajakannya sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 2.1.4.2 Definisi e-SPT

Dalam mewujudkan administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat. Sebagai penjelasan e-SPT didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Liberty Pandiangan bahwa definisi Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT) adalah sebagai berikut:

“e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.”
(2008;35)
Definisi Elektronik Surat Pemberitahuan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor – 19/PJ/2009 menyatakan bahwa bahwa definisi Elektronik SPT adalah sebagai berikut:

 “SPT Elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/ Wajib Pajak Badan dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.”

(Peraturan DJP Nomor 19/PJ/2009)

Kesimpulan bahwa e-SPT merupakan penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer yang dibuat oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/ Wajib Pajak Badan dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2.1.4.3 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No tahun 1983. Tentang Pajak Pertamabahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994 dan diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000.
Definisi Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo bahwa definisi PPN adalah sebagai berikut :

“Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah atau disingkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa.”

(2007; 2)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan UU No. 18 Tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memeperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

2.1.4.4 Definisi e-SPT PPN
Menurut Direktorat Jenderal Pajak tentang definisi e-SPT PPN, menyatakan bahwa:
“e-SPT PPN adalah SPT PPN dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT berserta lampirannya, memelihara data SPT berserta lampirannya, generate dan SPT digital serta mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak.”

(2008)
Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa e-SPT PPN merupakan wujud modernisasi adminisrasi perpajakan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk mengisi dan melaporakan SPT PPNnya. 
Menurut Liberti Pandiangan menyatakan bahwa definisi e-SPT PPN:

“e-SPT Masa PPN adalah SPT Masa PPN dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari DJP kepada Pengusaha Kena Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data, generate data dan mencetak SPT masa PPN”

(2008:37)
Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa e-SPT Masa PPN merupakan fasilitas untuk pemenuhan kewajiban perpajakan Pengusaha kena pajak, yang digunakan untuk merekam data memelihara data dan cetak SPT masa PPN. 
2.1.4.5 Fasilitas e-SPT PPN:
Dalam menerapkan sistem e-SPT PPN pemeritah memberikan fasilitas-fasilitas khusus bagi para penggunananya adapun fasilitas-fasilitas tersebut adalah:

Fasilitas e-SPT PPN menurut Liberty Pandiangan yaitu:
1. Perekaman data SPT berserta lampirannya 

2. Perekaman data SPT Pembetulan berserta lampirannya 

3. User profiles

4. Memelihara data wajib pajak lawan transaksi 

5. Impor data lampiran

6. Generate data digital SPT 

7. Cetak SPT.

(2008;37)

Penjelasan tentang fasilitas e-SPT PPN berdasarkan kutipan diatas dalah sebagai berikut:

1. Perekaman data SPT berserta lampirannya, yang menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya, dan melakukan perhitungan- perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT induk.

2. Perekaman data SPT Pembetulan berserta lampirannya, yang menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT Pemebetulan;

3. User profiles, yang memiliki kemampuan untuk mengatur profile masing-masing pengguna sesuai dengan tanggung jawabnya;

4. Memelihara data wajib pajak lawan transaksi, yang memilki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya.

5. Impor data lampiran, yang memilki kemampuan untuk mengimpor data Faktur Pajak dengan format tertentu, yang dhasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data Faktur Pajak hasilekspor dari terminal sistem e-SPT lainnya

6. Generate data digital SPT, yang memiliki fasilitas untuk menghasilkan data digital SPT yang nantinya akan diberikan ke KPP dalam bentuk disket ataupun dikirimkan secara on line melalui fasilitas yang disediakan DJP; dan

7. Cetak SPT, yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencetakan SPT induk baik SPT induk PPN atau SPT induk PPnBM.
2.1.5 Kepuasan PKP Pengguna e-SPT PPN

2.1.5.1 Definisi Kepuasan

Sebagai wujud modernisasi sistem adminstrasi perpajakan, e-SPT PPN  sebagai alat untuk meningkatkan kepuasan PKP sebagai pemakai e-SPT PPN mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan. 
Menurut Fandy Tjiptono yang mengutip pendapat Day (dalam Tse dan Wilton), menjelaskan bahwa:
“Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidak sesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya”. 
(2008:24)
Sedangkan menurut Philip Kotler menyatakan bahwa definisi kepuasan adalah sebagai berikut:
“Satisfaction is a person feelings of pleasure or disappointment resulting from comparing a products perceived performance in relation to his or her expectation.” Artinya “Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan yang diharapkan. Atau sebagai respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian.”

(2000)

Dari definisi diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Tingkat kepuasan yang merupakan salah satu konsep kepuasan adalah respon terhadap evaluasi yang dirasakan pengguna sebuah fasilatas atau hasil sebuah jasa, dimana antara harapan dan yang dirasakan berbeda. Fasilitas pelayanan merupakan salah satu alat pemenuhan kebutuhan konsumen (wajib pajak) sebagai pemakai sebuah produk atau jasa yang dilaksanakan oleh perusahaan maupun instansi untuk mencapai tujuan perusahaan.


Dari penjelasan diatas  penulis dapat menyimpulkan bahwa, e-SPT untuk SPT masa PPN merupakan salah satu fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki peranan untuk memenuhi kepuasan PKP sebagai pemakai program aplikasi e-SPT masa PPN yang dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
2.1.5.2 Faktor dalam mengevaluasi kepuasan


Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan tertentu konsumen pada umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. Faktor atau atribut yang sering digunakan dalam mengevaluasi kepuasan menurut Parasuraman dalam Fandy Tjiptono, menjelaskan bahwa untuk mengevaluasian kepuasan terhadap jasa meliputi :

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staff dan karyawan untuk membantu para pelanggan memberikan pelayanan dengan tanggap.

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff.

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.
(2008:26)


Berdasarkan uraian diatas, evaluasi kepuasan terhadap jasa meliputi bukti langsung seperti fasilitas fisik dan pegawai, keandalan seperti memberikan pelayanan, daya tanggap terhadap keinginan karyawan dalam melayani, jaminan berupa pengetahuan serta kesopanan yang dimiliki staff dan empati berupa kemudahan dalam melakukan hubungan atau komunikasi.
2.1.5.3
 Definisi PKP

Menurut Danny Darussalam menjelaskan bahwa pengertian Pengusaha Kena Pajak yaitu :
“Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.”

(2008)
Dari definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengusaha kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-undang PPN tidak termasuk pengusaha kecil yg batasannya ditetapkan  (KMK-571/KMK.03/2003), kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

2.2 Kerangka Pemikiran

Modernisasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan menjadi hal yang menarik di lingkungan DJP, ada nuansa tersendiri yang membuatnya menjadi lebih teknis, fokus dan dinamis sejalan dengan reformasi perpajakan itu sendiri. Gambaran umum dari instansi pemerintah di tanah air hingga saat ini dipandang masih jauh dari yang diharapkan masyarakat, terlebih lagi dengan kesan dan pola kerja modern dalam melayani masyarakat. Suatu hal penting lainnya lagi, bahwa pengelola pajak memiliki karakteristik tersendiri yang sangat berbeda dengan pengelola layanan umum instansi pemerintah, seperti pengelolaan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, pekerja umum dan lainnya. Perbedaan karakteristik ini ditunjukkan dengan berbagai upaya yang dilakukan yang pada akhirnya, bagaimana masyarakat agar mau membayar pajak, ditengah tidak adanya kontraprestasi secara langsung yang diperoleh pembayar pajak sendiri. Dengan perbandingan yang ada dalam pengelolaan pajak di berbagai negara, utamanya negara-negara yang lebih maju, agar mudah diaplikasikan dan dilaksanakan maka disusun konsep modernisasi administrasi perpajakan adalah “pelayanan prima” dan “pengawasan intensif” dengan pelaksanaan “Good governance”. Liberti Pandiangan (2008:7)

Good governance, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktifitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan kearah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efekti dan efisien. Siti Kurnia Rahayu (2009:109)
Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidaklah hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata, juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan. Dimana ketentuan prosedur dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi business friendly bagi masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat dapat memandang pajak menjadi suatu kewajiban partisipatif warga dan tidak dianggap sebagai beban kuantitatif. Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya meliputi :

1. Rekonstruksi organisasi.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.
4. Pelaksanaan Good Governance. 
Siti Kurnia Rahayu (2009:110)
Salah satu langkah penting yang dilakukan DJP sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Untuk itu pada awal tahun 2003 di bentuk Tim modernisasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah, yang menyusun administrasi perpajakan modern dengan sasaran :

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi.

2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.

3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Sehingga diharapkan penerimaan pajak akan meningkat, apabila setiap pegawai DJP dapat memaknai bahwa bekerja adalah memberikan pelayanan untuk memuaskan stakeholder maka setiap pekerjaan baik yang berkaitan dengan tuntutan negara akan dapat mengoptimalkan harapan dan tujuan negara. Siti Kurnia Rahayu (2009:135)
Dalam pengisian Surat Pemeberitahuan (SPT) pemerintah memberikan fasilitas layanan yang modern yang disebut e-SPT. e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari e-SPT PPh dan e-SPT PPN. Jika dibandingkan dengan e-SPT PPh, e-SPT PPN lebih banyak memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakannya.
Menurut Waluyo tentang pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) :
“SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2007; 22)
Sedangkan menurut Mardiasmo menyatakan bahwa:

“SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2008:29)
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perpajakannya sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang diakses melalui www.pajak.go.id pada tanggal 20 Maret 2008 menyatakan bahwa:

“Penerapan Sistem SPT digital adalah suatu kebijaksaan yang memerlukan terjadinya manajemen perubahan / Change Management didalam suatu manajemen perubahan, hal yang sulit dalam mengubah paradigma faktor manusia yang terlibat dalam perubahan itu, karena tidak jarang dijumpai keenganan atau resistensi.”

Penerapan e-SPT juga merupakan wujud modernisasi adminisrasi perpajakan yang memberikan kemudahan antara pegawai pajak dan wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya, penerapan sistem tersebut juga mencakup perubahan pada sistem kerja KPP dalam pemanfaatan teknologi.

Menurut keterangan dari Direktorat Jendral Pajak yang diakses melalui (http://www.pajak.go.id) pada tanggal 20 Maret 2008 menyatakan bahwa:
“e-SPT PPN adalah SPT PPN dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT berserta lampirannya, memelihara data SPT berserta lampirannya, generate dan SPT digital serta mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak.”

Sedangkan definisi e-SPT PPN menurut Liberti Pandiangan menyatakan bahwa:
“e-SPT Masa PPN adalah SPT Masa PPN dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari DJP kepada Pengusaha Kena Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data, generate data dan mencetak SPT masa PPN”

(2008:37)
Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa e-SPT Masa PPN merupakan fasilitas untuk pemenuhan kewajiban perpajakan Pengusaha kena pajak, yang digunakan untuk merekam data memelihara data dan cetak SPT masa PPN. 
KPP memberikan fasilitas pelayanan perpajakan yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau wajib pajak seirama dengan modernisasi. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Dalam menerapkan sistem e-SPT PPN pemeritah memberikan fasilitas-fasilitas khusus bagi para penggunananya adapun fasilitas e-SPT PPN menurut Liberty Pandiangan (2008:37), adalah sebagai berikut :

1. Perekaman data SPT berserta lampirannya, yang menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya, dan melakukan perhitungan- perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT induk.

2. Perekaman data SPT Pembetulan berserta lampirannya, yang menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT Pemebetulan;

3. User profiles, yang memiliki kemampuan untuk mengatur profile masing-masing pengguna sesuai dengan tanggung jawabnya;

4. Memelihara data wajib pajak lawan transaksi, yang memilki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya.

5. Impor data lampiran, yang memilki kemampuan untuk mengimpor data Faktur Pajak dengan format tertentu, yang dhasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data Faktur Pajak hasilekspor dari terminal sistem e-SPT lainnya

6. Generate data digital SPT, yang memiliki fasilitas untuk menghasilkan data digital SPT yang nantinya akan diberikan ke KPP dalam bentuk disket ataupun dikirimkan secara on line melalui fasilitas yang disediakan DJP; dan

7. Cetak SPT, yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencetakan SPT induk baik SPT induk PPN atau SPT induk PPnBM.
Sebagus apapun organisasinya, secanggih apapun administrasinya dan teknologi yang digunakan, atau sebaik apapun kualitas sumber daya manusianya, yang dilihat, dinilai dan diakui pada akhirnya adalah output yang dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat atau wajib pajak. Apalagi dalam perpajakan hal ini sangat krusial, karena langsung menyangkut yang dirasakan Wajib Pajak sebagai pembayar pajak ketika berhubungan dengan KPP atrau unit lainnya yakni kantor wilayah maupun kantor pusat DJP.
Kepuasan masyarakat merupakan kata kunci dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan layanan masyarakat. Di perusahaan-perusahaan besar, kegiatan survei merupakan hal yang umum dilakukan, terutama dalam kaitan dengan barang yang dihasilkan. Sehingga pimpinan dapat mengambil kebijakan mengenai pengembangan produk, maupun pemasarannya. Sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan bentuk pelaksanaan Good governance, kantor pajak modern selalu mengadakan survei kepuasan pengguna e-SPT setiap tahunnya, dengan hasil yang positif. Liberti Pandiangan (2008:59)
Sebagai wujud modernisasi sistem adminstrasi perpajakan, e-SPT PPN  sebagai alat peningkat tingkat kepuasan pemakai e-SPT PPN dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan. 
Menurut Fandy Tjiptono yang mengutip pendapat Day (dalam Tse dan Wilton), menjelaskan bahwa:
“Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidak sesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya”. 
(2008:24)
Sedangkan menurut Philip Kotler tentang definisi kepuasan, menyatakan bahwa:
“Satisfaction is a person feelings of pleasure or disappointment resulting from comparing a products perceived performance in relation to his or her expectation.” Artinya “Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan yang diharapkan. Atau sebagai respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian.”

(2000)

Dari definisi diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Tingkat kepuasan yang merupakan salah satu konsep kepuasan adalah respon terhadap evaluasi yang dirasakan pengguna sebuah fasilitas atau hasil sebuah jasa, dimana antara harapan dan yang dirasakan berbeda. Fasilitas pelayanan merupakan salah satu alat pemenuhan kebutuhan konsumen (wajib pajak) sebagai pemakai sebuah produk atau jasa yang dilaksanakan oleh perusahaan maupun instansi untuk mencapai tujuan perusahaan.
Tingkat kepuasan dapat dinilai melalui evaluasi terhadap produk atau jasa yang telah dirasakan penggunanya. Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan tertentu konsumen sebagai pengguna, pada umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. Faktor atau atribut yang sering digunakan dalam mengevaluasi kepuasan menurut Parasuraman dalam Fandy Tjiptono yaitu sebagai berikut :
1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staff dan karyawan untuk membantu para pelanggan memberikan pelayanan dengan tanggap.

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff.

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.
(2008:26)


Berdasarkan uraian diatas, evaluasi kepuasan terhadap jasa meliputi bukti langsung seperti fasilitas fisik dan pegawai, keandalan seperti memberikan pelayanan, daya tanggap terhadap keinginan karyawan dalam melayani, jaminan berupa pengetahuan serta kesopanan yang dimiliki staff dan empati berupa kemudahan dalam melakukan hubungan atau komunikasi.


Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Surya Satya Darma, yaitu pada variabel X dimana variabel X menurut Surya Satya Darma adalah pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas pelayanan. Sedangkan variabel X peneliti adalah penerapan e-SPT Masa SPT PPN, persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian Surya Satya Darma yaitu variabel X, Tingkat Kepuasan Pengguna aplikasi.
Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat pada tabel 2.1, sebagai berikut:
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Jurnal Penelitian Terdahulu
	No
	Judul Penelitian
	Hasil Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pengguna (studi pengaplikasian e-government di propinsi DIY)
(Surya Satya Darma, 2007)
	kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan penggunanya, kesimpulannya bahwa dimensi Kualitas Informasi dan Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif terhadap Kepuasan Pengguna (user) e-Government Sedangkan dimensi Kualitas Sistem mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Kepuasan Pengguna (use) e-Government

	Terdapat persamaan variabel Y yaitu Kepuasan Pengguna.
	Perbedaan peneliti dengan Surya Satya Darma terletak pada variabel X, dimana Variabel X Surya Satya Darma yaitu Kualitas Informasi, Kualitas Sistem dan Kualitas Pelayanan
sedangkan Variabel X peneliti yaitu penerapan e-SPT Masa PPN.

	2.
	Mengukur kesuksesan penerapan aplikasi pengisian SPT (e-SPT) untuk SPT masa PPN
(Jimi Hidayat, 2008)


	Penelitian ini menyatakan kegunaan dan kemudahan penggunaan e-SPT PPN masih merupakan faktor utama yang mempengaruhi sikap terhadap penggunaan e-SPT Masa PPN.
	Terdapat persamaan yaitu Penerapan e-SPT Masa PPN.
	Perbedaan peneliti dengan Jimi Hidayat pada Pengukuran Kesuksesan e-SPT PPN sedangkan peneliti pada pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap Kepuasan Pengguna e-SPT PPN.

	3.
	Modernisasi Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak

(Liberti Pandiangan, 2007)
	Bahwa indeks kepuasan Wajib Pajak makin tinggi dan makin baik.

	Persamaan objek kedua yang diteliti yaitu Kepuasan Wajib pajak.
	Perbedaan peneliti dengan Liberti Pandiangan terletak pada Modernisasi Pajak, sedangkan penulis lebih kepada penerapan e-SPT PPN.


Adapun Teori Penghubung Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepuasan PKP Pengguna Aplikasi e-SPT PPN menurut Liberti Pandiangan, menyatakan bahwa:

“Kepuasan masyarakat (Customer Satisfaction) merupakan kata kunci dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat, bentuk fasilitas pelayanan yang diberikan DJP untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya yaitu e-SPT PPN”

(2008:58)
Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

[image: image1]Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran
2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis bahwa: “Penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi e-SPT PPN.”
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Hipotesis : Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna e-SPT PPN





Tempat Pelayanan pajak Terpadu








Kepuasan Pengguna e-SPT PPN 





e-Filling





e-SPT PPN





e-SPT PPh





e-Registration





e-SPT





Pojok Pajak





Website





Media Informasi Pajak





Call Center





e-system perpajakan





Complaint Center





Help Desk





Account Representative





Fasilitas Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak





SISTEM PERPAJAKAN MODERN








17

